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BAB VI  

SARAN  

 

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 

Apotek Kimia Farma Puri Indah maka saran yang diberikan meliputi:  

1. Mahasiswa calon apoteker hendaklah lebih membekali diri 

dengan berbagai macam ilmu pegetahuan tentang kegiatan-

kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, pelayanan 

kefarmasian dan apotek sehingga dapat diterapkan manajemen 

saat terjun di apotek.  

2. Mahasiswa calon apoteker hendaklah  meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dengan baik kepada pasien serta tenaga kesehatan 

lain sehingga tercipta hubungan yang baik.  

3. Mahasiswa calon apoteker hendaklah lebih aktif dan kreatif 

selama menjalani PKPA sehingga memiliki bekal dalam 

memasuki dunia kerja selanjutnya. 

4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya 

sistem pengendalian untuk menghindari kesalahan dalam 

pengerjaan resep untuk itu di setiap tahapan pengerjaan resep 

petugas diharapkan membubuhkan paraf mulai dari pemberian 

harga, peracikan obat, pemberian etiket sampai pada penyerahan 

obat.  

5. Calon apoteker perlu berlatih kemampuan untuk berkomunikasi 

agar kegiatan KIE dapat berlangsung dengan baik.  

6. Untuk mengetahui tingkat kepuasan  pasien  terhadap  pelayanan 

yang diberikan perlu disediakan kotak saran sebagai evaluasi 

mutu pelayanan.  
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